PERATUBAN DAERAH-DAERAH KHUSUS (BUKOTA JAKARTA
NOMOR 13 TAHUM 1992

TEMTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA)

DEMGAM FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang: a. bahwa Perusahaan Dasrah Air Minum Dagrah Khusus Ibukota
Jakarta [PAM JAYA) yang didinkan berdasarkan Peraluran
Daerah Dagrah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1877
(Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarna Nomor 74 Tahun
1477) acalah Badan Hukum yang berwenang melakukan usaha
peryediaan dan disltibusl air aunum kepada masyarakal dan
urtuk kemandaatan urmum lainnya lerutama di wilayah Daerah
Khusus bukota Jakarta:

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Pan-
=ahaan Daerah dimaksud agar kebih berdaya guna dan berhasil
quria maka pangelataannya periu ditingkatikan dan disesuaikan
dengan perkembangan keadaan saal ini serla paraturan per-
urdang-uncangan yang berlaku,

c. bahwa unluk maksud tersebut di atas peru menetapkan
Peraturan Daerah fenlang Perusahaan Daerah Air Minum
dacrak Khusus lbukata Jakarta (PAM JAYA)



Mengingat : . Undang-Undang Womer 5 Tahun 1952 [eniang
Peruzahdan Daerah jo. Undang-Undang MNamer 6 Tahun
19645,

2. Undang-Undang Momor & Tabun 1974 terdang Pokok-
Pokok Pemarintanan Di Daerah;

4. Undang-Undang Momor 11 Tahun 1874 lentang  Peng-
airan;

4. Undang-Undang MNomar 11 Tabun 1950 tamtang Si-
sunan Pemernfahan Daerah Khusus [Hukota MHegara
Republik Indenasia Jakarta-

‘5. Persturan Mertad Dalam Megerd Momor 1 Tahun 1584
lentang Tata Cara Pembinaan dan Puengawazan Peng-
sahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Oasrah:

1[// i 6. | Peraturan Meanleri Dalam Megerd Momor E30-1572
anggal 8 Nepember 1385 lentang Ketenfuan-ketentuan
Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaizn
s Daarah Alr Minum:
i

@ Peraturan Menterd Dalam Meged Momor £30.535 Tahun
1588 lantang Pedoman Penetapan Tarip Air Minem bagi
PCAM:

8. Peraturan Menteri Dalam Meger Memor 3 Tahin 1934
tentang Pengalolaan Barang Mk Penseahasn Daarah,

8. Peraturan Menterd Dalam Meger NMomar 4 Tahum 1900
lentang Tatacara Morjasama antara Perusahaan Dasrsh
dengan Pihak Keliga;

5 -'F‘TT] eraturan Menter Kesehatan Nomor 416Menkas/P ERTX | o
1350 enlang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Alr; ™ e KT (Rl

1. Keputusan Mented Dalam Negeri Momer S35-885 |

tanggal 7 Ckicher 1881 leniang Petunjuk Pelaksanaan
Pengangkatan dan Pamberhentian Angpata  Cireksi dan
Badan Pengawas Perusahaan Caarah:

f E% Keputusan Menteri Dalam Mageri Nomer 18 Tahun 1591

Meneiapkan

Faajila La gt L':I

Kepmen Eoling

lentang Pedoman Sistom Akuntansi Peruzahaan Dasrah
. B Minum,

13./Kepulusan Menied Dalam Megerl Nomar 830-089 Tahun
== 1932 lenfang Pola Patunjuk Teknis Perhilungan Tarip
Alr Minum,

Dengan parsetuluan Dewan Perwakllan Rakyat Dasrah Daarah
Khisus thukota Jakarta

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH DACAAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TEMTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA [PAM JAYA)

BAB |
KETEHTUAN LRLM
z Paszaj 1

Cealam Paraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalsh Dasrah Khusue Ibukota Jakaria:

b. Pemerintah Daersh adalah Pemerintah Daerah Khusus
lbukota Jakaria;

€. Gubemur Kepala Daerah adalsh Gubemur Kepala Daerah
Ehsus |bukola Jakara:

d. PAM JAYA adalah Pemssahaan Dasrah Al Minem Dasrah
Khusus Ibukata Jakana;

8, Qirgklur thama adalah Direldur Lama PAM JAYA;

L. Direkiur adalah Direktur PAM JAYA;

g Diveksi adalah Ciraksi PAM JAYA:

h. Badan Pengawas adalah Badan FPengawas PAM JAYA,



BAB I
PEMNDIRIAN
Pasal 2

{1} PAM JAYA dalam Peraturan Dacrah il adalan PabA
JAYA yang telsh didifkan berdasarkan Peraturan Daeras
Dzerah Khuszus fhukota Jakaa Momor 3 Tahun 1977
yang kodudukannya sebagal Dadan  Hukum dipeialen
dengan berakunya Peraluran Daerah {ersabut,

(€} PAM JAYA sebagal Badan Hukum acalzh badan YA
berwenang melakuksn pengusahadn, penyadizsn  dan
pendistribusian air minum sera usaha-usaha fain Bardacas
K Peraiusan Daerah i,

BAB I
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 3

PAM JAYA berkadudukan dan harkantar pusal Jdi Jekaris,
Pasal 4

Wiliyah kerfa PAM JAYA berada di Daerah Khuews lEuketa
Jakana dan dapal mempunysl kartor Cabnng, Nstalasi sera

“anlor pelayanan di lampal-lempal fain yang ditetapkarn ol
Gubernur Kepala Dasrah, e it

BAB ¥
TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGS!
Pasalg

Tuuan PAM JAYA gadalah pemgnuhan alr minum  un'ik
Eabuluhan fmasyarakal dalam rangka maeningkalkan

kasejehteraan rakyal, meningksikan pendapatan asii Daerah
saria  (unit melaksanakan pengembangan  perekonomian
Caerah.

Pasal &

Tujuan pokok PAM JAYA adaleh melakukan segala usaha yang
barhubungan langsung dengan penyedizan dan pandisiibusian
aie minum yang memenuhl syaral-syaral kasshatan sera
paizvanan yang bak bagl masyaraksl cengan berpedoman
pada pansip-prinsip ekonomi perusahaan,

Pasal T

Delam melaksanakan tugas pokck sebagaimana dimaksud
galam Pasal 6 PAM JAYA berfungsh:

n

mangusahakan pengadaanipenyedizan air minum sesual
dengan program pembangunan Pemeriniah Dagrah;

. membangun, mengelola dan memalihara instalasi panjer

atharr sera sumber air baku dan panyampanan air;

mambangun dan memelinara sistem pengadaan aF minum
antaa fin; hidran amum, terminal air dan tangki a;

. memasang Jan memekharda pepa-pipa induk dan pipa

distribusi barkul lasiias Binnya;

. mengatur serma menjawasl disirbusi dan pemakaian air

TNt T

mefakukan paneliian laboratanem 1emadap sumbaer-sumber
dan produk air mimwm Sesuai dengan syarat-syarat kese-
hatan;

melakukan survai dan pengumpulan data unduk bahan
peryusunan tanf air minum;

mselipand permntaan sambungan air minum dand dan uniuk
masyarakal, perasahaan, perumahan, hojel dan lain-lain.

melzkirhan pancatalan meler aif leradap pars pelanggan
air minum;
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{3)
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menagih uang langganan air minum dan  penghasiian
lainmya sesual dengan  peraturan  perundangaendangan
yang berlaku;

mengamixl lindakan terhadap pemakai alr minum yang tidak
zah:

menyediakan air minum dalam rangka membaniis maemarahi
ketwAuhan fasilitas kota;

mambaniy Gubernur Kepala Daerah dalam rangka meng-
atur, memberikan izin dan mengirwasi vsaha-usaha instalasi
air minum yang ditaksanakan oleh pihak ketiga di wiayah
Coerah Khusus Tbukota Jakartz:

memharkan izin dan mengawasi
Daerah Khusus fhukota Jakara:

meningkalkan muty, keterampilan, dan  kesejahtzraan
Kafyawan dalam pembentukan tenaga kefa farampil dan
pengembangan karier untuk meningkatkan pelayanan umum;

instalalur o wilayah

EAB VY
MODAL
Pasal

Modal PAM JAYA adalah seleroh kekavaan PAM JAYA
gebagai kekayaan Pamarintah Dasrah yang dipisahkan,

Modal dasar PAM JAYA dielapkan sebasar
Ap. 2.000.000.000.000.00 {dua 1rillun rupiah).

Modal yang ditempatkan dilatapkan sebesar
Rp, 400.000.000.000,00 {empal ratus miliar ruplah)

Modal yang diselor pada saat pengesahan Paraturan
Dagrah ini acalah sebesar Ap. 127.573,410.861.61 (sa-
ratus dua puluh tujuh millar ma rates fujuh puluh toa jua
rmpat ralus sepuluh rbu sembilan ratus delapan puih
salu nupiah enam puluh saty san),

o
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Penambahan modal - selanuimya  diaher sesual dengan
perajuran perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 9

PAM JAYA mempuryal cadangan umum yang dibeniuk
dan dpupuk berdasarkan kelentun Pasal 400 hund B
Peratusan Daerah ind.

PaM Ja¥A  fidak mangadakan cadangan rahasia.

Semua alal lkuid PAM JAYA disimpan dalam Bank
Pambangunan  Daerah Daerah Khusue bukola Jakara
dan atau Bank-Dank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 10

Modal dan sumber dana PAM JAYA diperoleh dard -

a. pefupukan dana Imem;

b. penyedaan modad Daerah;

¢. bantuan pemarntzh dan pihak ketiga;

d, pinjaman yang diperolah dar datam dan luar neged,

1

(2}

BaR VI
PENGELOLAAN
Pazal 11

PAM JAYA pimpin olen sualy Dirsksl yang terdiri
alas seorang Direkiur Ulama dan sebanyak-banyaknys 3
tiga) orang  DCirglkhur,

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, harus terebih dakuly mendapal persetujuan
Menlen Dalam MNegar.
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Pazal 12

Dalam melassanakan pengeiclaan PAM JAYA Diraklur
Ulama  bertanggung |awab kepada Gubarmur Kepala
Caerah,

Fara Dirgkiur PAM JAYA dalam melaksanakan wgaznys
bentanogung jawab kepada Oireklur Utema,

Pasal 13

Direkiur Mama bertiak dan berwe nang berindak untuk dan
atas nama Cirgksi,

Masing-masing Direkiur uniuk hidangnya dan dalam batag
yang dilentukan dalam tata kera manjilarkan pekeraan
Diraksi, berhak dan berwenang benindak uniuk dan Bleg
nama Direks],

Apablla Direkiur Utama berhalangan telap dalam mafja-
afkan pekarjaannyy  atau apabida jabalan iy lowang
gan panggantinya belum diangkat ataw belum menjabat,
maka jabatan Dicekiur Ulama dijabat aleh salah sai
Direktur berdazarkan Peeunjukkan sémenlara Subernur
Kepala Cacran,

Apabila semud anggota Diraksi berhalangen tetap men-
[Aankan pekerjaannya alau jabatan  Qiraksi lowong
selunuhnya dan Belum diangkal penogantinya atau balum
menjabat [abatannya maka sementara wakiy pirmpinan
dan pengelalaan PAM JAYA dijalankan olsh E20rarg
13U lebdh angoota Dadan Pengawas yang dilunjuk aleh
Gubarnur Kepala Daarzh.

Pasal 14

Tugas Pokok Direksi adalah:

mengelciz PAM JAYA sesual dingan lujuan yang telah
ditelapkan;

{1

(2)

1)

mengurus dan mengsicia kekayaan FAM JAYA:
meningkalkan kesajahlergan pegawai;

- mgnyerabkan kuasa unbuk mewakili PAM JAY A di dalam dan

gl ar pangadilan kepada ssorang alau beberapa orang
anggela Direksi yang khusus ditunjuk unduk ilu atau kopads
soruorang alay boberapa orang pogawal, balk sendi
maupun bersama-sama Btau kepada orang dan atau
badan fzln,

Pasal 15

Diraksi harus mandapat persetujuan terulls dar Gubemur
Kepaia Caerah dalam hal :

2. mengacakan paran|ian kerja sama yang berlaku untuk
jangka waktu lebih dari 1 {saiu] tahun;

b. mergadakan pinjaman darl dalam dan luar neger;

. Mmemperclan, mamindahtangankan dan menghipalak-
kan banda fidak bergerak millk PAM JAYA:

d. penyortaan modal dalam perusanaan lain:

8. melaksanakan hal-hal yang bersitat prinsip lalnnya yang
bgrhubungan dangan penyelenggaraan dan penglalazn
PAM JAYA

Farsalujuan tertulls sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
pasal ini dibarkan Gubemur Kepala Daerah salelah
mendapal partimbangan Badan Pangawas.

Pesal 16

Anggola Direksi adalah warga Megara Indonesia yang
mampunyal akhlak dan moral yang bak, digilin, dan
dacikasl yang tnggi, serla harus memilkl kemampuan
dan keahlian dalam bidang pegelolaan perusahaan serta
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[2)

{3

{4}
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12)

(1

memanuhi persyarztan lginnya yarg giperibken uniuk
menuniang kemajuan perusahaan yeng di-pmplnnya.

Antar anggota Direksl idsk bolen acs rubungan keuarsa
sampal derajal kaliga manurul gars lunis, balk ke atas
maupun ke bawah, gasris ke sampra tesrmesck seEmi
ister, manamu dan ipar.

Apabila anggota Direksi sesudah pergangkalan masus
dalam buburgan keluarga sebagaimana dimalsud pada
ayat [2) pasal inl maka anggeia Direksl yarg barsangkuian
urdul melanjulkan jabatannyd has mendagatl izin e
iz dari Gubernur Kepala Dasrah selelah swndengar
pardimbancgan Manterd Dalam Magsri

Angoota  Direksi fidak boleh mempunyal keperfingan
prioadi, langsung afau fidak langsung |:IEIE|EI usaha lain
yang berujuan mencad laba.

Anggela Direksi tidak boleh merangksp jahatan 1gin ke-
cuall dengan [zin fanulis Gubernur Kopala Caeras,

Pasgal 17

Angoota Direksi diangkal alah Gubermur Kesala Dasran
glas usul Badan Pengawas selelan mendapal parsEleiuan
primgip dari Mepderi Celam Megeri.

Maza jabatan angoota Diressl selama-lamanya 4 (eirpal)
Takurn: dan 'Iﬂ-Eli:IEII: :Iianghat kasbali satalah masa jEII::a.'.a"l
{ersabul berakhir,

Pasal 18

Angpgota Diroksi Barbentl karena meminggal dunia atau
dapai dibarhentikan olsh  Guboemuor Kepiala Dasrah
maskipun [abatammys  sebagaimana  dimeksud  delam
Pazal 17 ayat (2) belum berakhir, karena :

4. parmintaan sendrl;

(2)

(3}

b, melakukan perbuaian atau skap yang manigikan PAM
JAN A

o, melakukan perbualan alaw sikap yang menuglkan
kepentingan Daarah alau Megara;

d, sesuaty hal yang mengakibatan ldak depal melak-
sanakan ftugasnya secara wajar;

B promosi jabalan,

Gubemur Kepaia Daerah dapat memberhentikan semen-
fara anggota Direksi yang didega melakuian {indakan
sebagaimana Fmakswed pada ayat (1) humnf b, ¢ dan d pasal
ini.

Pambarmenilan sememnara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal inl diberitahukan secara terulis olah
Gubernur Hepala Daerah kepada anggota Direkal yang
bersangkuian, Badan Pengawss dan anggota Direksi
lainmwya dengan dizenal alasan-alasannya.

Clalam hal terjadi pamberheniian sementara sebagalmans
dimaksud pads ayal {3) pasal ini dilskokan hal-hal
gohanal berkul:

o sebem pemberhenikan kargna - alasan  sebagai-
mana dimaksud pada ayal [1) huruf B, ¢ dan d pasal
ini dilaksanakan, anggola Direksi yang bersanghutan
diberikan kesempatan untuk membela din dakam suatu
gidamng yang khusus diadakan uriuk Mu oleh Badan
Fengawas dalam |amgks wakiy sslambat-lambalnya
1 [sat) bulan sajak anggota Direksi yang bersang-
kulam dibarfany lentang pemberhentian sementara
tersebut;

b. dalam gidang tersebul Badan Fangawas memutuskan

&pakah anggota Cireksl yang bersangkutan letap di-
psukan  uniuk  diberhentikan  atau  pembarhentian

semeniara fu dibatakan dan segera memyampakan

11
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(6)

kepulusannya secara iertulis kepada Gubemur Kepala
Dagran;

¢ selambal-fambatrya 1 {satu) bulan sejak. ditedmanya

keputusan sidang sabagaimana dimaksud pada hunal
b ayal ini, Gubarsur Kepala Daarah manyampalkan
kepulusannya secara leriulis kepmda Dirzksl yang
bersanghuten, Baden Pengawas dan angoold Cireksi
laimrya;

d. dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangks
wakie yang ditaniukan sebagaimana dimaksud pada
fardl & aval Ini, maka pembernentian sementara man-
jadi batal menund hukum;

%, jika keputusan Guberrur Kepala Daerah sabagaimana
dimeksud pada hurul ¢ ayat ini tidak dapat diseiusl
Direksl vang bersangkutan alaupun cleh Badan
Pengawas, makd plhak yang barsangkulan dapal
mangaikan permehonan  banding  sacara  tedulis
kepada Menter Dalam Negerl dangan disertal alasan-
alazan dalam waktu 2 [dua) minggu Bselan pem-
barmabuan tenlang keputusan tarsebul diterimanya;

. apanila Meniar Datam Megern lidak mengembll kepu-
hesan lerhadap permohonan banding Yersebut pada
hund e aval inl galam jangka wakly 2 [dua) bulan
sgjak surat banding dilerimanya, maka permoncnan
Earding yang bersangkulan gianggap diterdma cahirgga
kEeputusan Gubemul Hepala Ceerah menjadi batal
menurut  hokum,

Dalam pembarhentian sementara sabagaimans dmaxsud
pada ayal {3) dan (4] pasal il dbatalkan, maka yang
barsangkuian drehabil#asikan secara larbuka.

Dalam hal parbuatan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) hurgt b dan ¢ pasal inl menpakan lindak picana
menunsd  kepuluesan pengadilan, maka pembadtentian
tersabut lidak dangan barmab

Pasal 18

Susunan organizasi dan fala kara PAM JAYA diistapkan olah
Gubarnur Kepala Casrah,

BAB Vi
BADAH PENGAWAS
Pasal 20

(1) Badan Pengawas boeranggung jawab kepada Gubamur
Kepala Dasrah.

(2) Badan Pengawas berugas melaksanakan pangawasan
umum tarhadap pengalolaan PAM JAYA

Pasal 21

Badan Pengawas mampunyal kewajiban:

a. mambeskan pendapat den saran kepada Gubamur Kepala
Dagrah menganal rencana kerja dan anggaran FAM JAYA
garta perubahantambahanmya dan laporan kinnya dar
Diraksl;

b, mengawasi palaksanaan rencana kara dan anggaran PAM
JAYA serta menyampaikan hasll penilaianmya kepada
Gubamur Kepala Daegrah dengan lembusan kepada
Diraksd;

c. mengikuti perkembangan kegiatan PAM JAYA dan dalam hal
menunjukkan gejala kemunduran, segera malaporkannys
kopada Gubemur Kepala Dadrah dengan disaral saran
mengaral langkah yang harug dilampun;

¢ mambarikan pendapal dan saran kepada Cubemur Kepala
Daerah mengenai sellap masalsh lainnya yang dianggap

~ penting bagl pangeicladan PAM JAYA;

e, melahukan evaluasi pengawas lain yang dRenfulan
Gubermur Kepala Daerah;

13
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memberikan laporan kepada Gubemur Kepala Daerah
mengenal PAM JAYA dan hasil pelaksanaan tugas Badan
Pardawas

Paczal 22

ﬂMan Per:;mvas n'mmpun:,-m WA BN

a. n'EE‘ha! 'hnku 5ura1 dan dokumen lainnya, memerksa

B

keadaan kas: untuk kepesduan vedfikasl dan memerikss

__kﬂha'_.'san F'H.M JAY A
" maminla p-u-npa!asaa‘l ::'Iar[ Bifiksi mengena.i zegala persoalan

yang menyanghul penneloaan PAM JAYA;

mermiina. [}ueh_-.l r,.’an ,aluu pE]EhaJ linnya dengan se-
pengetatwan Diraksi unluk menghadiii rapal Badan
F"Eﬂ;dwas

..MEHQI‘IHI:."i'I r&pﬂt Diraksi dan membernkan pandargan ter

hadap kalhal vang diblearakan:
melakukan hal-hal yarg dianggap perlu sesual dengan

“paraluran. perundang-undangan-yang  Berlaku.

Pasal 23

(1) Badan Pengawas mengadaksn rapat sakUrang-Xurang iy

3 (tiga) bdlan sekali,

{2) Dalam sapat sebagaimana dimaksud pacs ayat (1) pasal

ini- dibisarakan hakhal yang berhubangan dongan PAN
LAY A

(3) Keputuzzn rapat Padan Pengawas diambil atas dasar

mussyawarah can mufakat.

{4} Umiuk satiap rapat dibuat risalah rapat.

. Pasal 24

(1} -Anpgoia Bedan F'angawas terdirl alas pejabal Pemenintah

Daarah,

(2

(]

]

12}
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Angooia Badan Pengawas harus mempunyal dedkasi
yang finggl, cakap dan mempunyal Kemampuean men-
jalankan kebljaksanagn Gubemur Kepala Daerah seda _
persyaratan [zinnya yang diperukan unluk pembinaan dan
pengawasan PAM JAYA,

Arfara segama anggosa Badan Pengawas dan anara
anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada
huboungan keluasga sampal darajat ksliga, bak menumni
garis hurus maupun gads ke samping lermasuk menaniu
dan ipar.

Jika satelan pergangkatan mereka masuk dalam bu-
bungan keluarga sebagaiman dimaksud pada ayal [3)
pasal ini, maka untuk melanjuikan jabatanmya dipariukan
izin tarfulis dari Gubermur Kepala Dagrah seletah men-
dapat pertimoengan Mendarl Dalam Negean.

Arggota Badan Pengawas lidak boleh merangkan jabatan
lain pada badan usaha swasta yang dapal mempenganni
baik langsung mavpun lidak langsung dengan kepentingan
PAM JAYA Racuall mendapal izin tertulis dard Menen
Datam Megeri.

Pasal 23

Anggota Bacan Pangawds sebanyak-banyaknya 3 (lima)
orang dan sekurang-kusangrya 3 (tiga) orang yang di-
keluai alch Guearrr Kepaia Daergh alau pejabal yang
Ciuruk.

Para anggola Badan Pengawas ciangkal dan dgiberhentikan
plah Gubemur Kepala Daersh safeish  mendapat
persotujuan dar Menter Dalam Neger.

Masa jsbatan anggola Badan Pengawas adalah 3 (Liga)
tahun dan dapat diangkal kembali setelan masa jebatan
tersabut barakher,
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Pasal 25

{1} Anggota Badan Pangawas berherti karena meninggal
dmnla atau dapat diberhentikan olsh Gubermur Kepala
Daerah, meskiun [abatanmya  belum berakhie, karena:

d permétiaan EEndiri;
b. melakukan sesuany yang merugikan PAM JAYA:

€. sesualy hal yang Mengakibatkan ia fligak Cdpal me-
laksanakan lugasnys secara Wajar,

(2) Gubemur Kepala Caerah dapat marbementikan Badan
Pengawas yang dicuga melakutan findakan satagai-
ana dimakswd pada syat (1) bwruf b dan ¢ pasal ini.

Pasal 27

Semua pembiayaan datam rangka palaksanaan wgas Badan
Pengawas dibebarkan Pada anggaran PAM JAYA.

Bag v
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 23

(1) Sawan Pengawas Inigm MEMpakan aparal pangawas
marm PAM JAYA.

(@) Satuan Pangawas Intemn szhagaimana oimaisud pada ayat
U} pasal ini dipimpin oleh sgorang Kepala yang ber-
langgung jawab langsung kKepada Dirskiyr Llama,

Pasal 25

{1 Saluan Pangawas Intem bertugas membaniy Cilrakhsr
Ulama dalam mengadakan Panilaian alas sistem pangen-
dalan pangslolaan imanajaman) dan polaksanaannya

e ]

Pada PAM JAYA dan membarikan Earan-safan parbakan-
Miya.

(2) Diceksi menggunakan PENCapal dan saran-saran Satuan
Pangawas Intem sebagdi bahan urigk melaksankan
Penyampurnaan pengelolaan imanajemen) PAM JAYA

Pasal 20

Dalam melaksanakan lugasnya, Satuan Pengawas Intam wajih
menjaga kelancarzn pelaksanaan Wwgas saluan organisasi
fainnya di Frgkungan PAM JAYA, eegua| deéngan fugas dan
langgung jawabnya masing-masing.

Pasal 31

Kapala Satuan Pengawas Inlem narus mamiki pendidian dan
dlau keahlian yang cukup memanuhi parsyaratan sebaga
Pangawas intem obyeki¥, dan berdadikasi tinggi,

Fazal 32

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat can dberhentican
clen Direklur Utama satalah mendapal persalljuan Gubemur
Kepala Daerah,

BAB Ix
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pa=al 33

{1) Pogawal PAM JAYA termasuk anggota Direksi ¥ang
melakukan perbuatan malswan hukum ataw melatalkan
kewafican dan lugas yang dibsbankan kepadanya yang
langsung atau bidak langsung menimbulkan karugian bagi
PAM JAYA, diwajlbkan manggant] keruglan terssbut,
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(2] Ketentuan lentang wnttan ganti g lerhadap Pegawai
Daerah beraku sepenuhnya bagi pagawai PAM JAYA,

BAB X

JENIS DAN TARIP
Pasal 34

Penatapan janis, tarip dan perhitungan Larip &lr minum PAM
JAYA dilsapkan dengan berpedoman paca peraturan per-
undang-undangan vang bertaku.

BABR X
FENDAPATAN DAN UANG JAKMIMAN

Paszal 35
Pandapatan dan penerimaan PAM JAYA terdii atas -
&. uang fangganan &lr minum;
b, biaya penyambungan:
C. penerimaan-penermaan kain yang sah,

Pasal 15

{1} Terhadap pemakalan air minum dikenakar pulz uang
|laminan pemakaian alr,

(2} Basar uang jaminan dan pengelolaannya ditelapkan olsh
Gubemur Kepala Dasrzh dengan mamperhalian fngsi
sesial PAM  JAYA dalam rangka usaha peningkatan
pelayanan masyarakat,

BAB X
TAHUN BUKU DAN ANGGARAM
Pazal a7

Tahun Buku PAM JAYA adalah tahun takwinAahun kalendar,

Paszal 38

11 Selambat-lambatnya dalam wakiu 3 (Hga) Bulan sebalsm
tabun buku bedaku, Direksi 1alah menyampaikan rencana
anggarant PAM. JAYA untuk mendapal pengesahan
Gubernur Kepala Daerah setatah mandapal pertimbangan
cari Badan Pengawas.

{2y Apabila dalam jangka waktu 3 (Niga) bulan satelsh ren-
cana anggaran PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini diterima aleh Gubermur Kepala Daerah,
dan Gubermur Kepala Dasrah 1idak mangemukakan ke-
beralan afau tidak menolak rencana Enggaran lersebut,
mika rencana anggaran tersebol dianggap baraky,

(3} Arpgaran fambahan ataw panshahen anggaran PAM JAYA,
yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, hanus
mandapal pengesahan labih dahulu dari Gubernur Kepala
Daerah setelah  mendapat pedimbangan darl Badan
Pangawas,

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

Laporan parhliungan hasil usaha dan kegizlan PAM JAYA
disampaikan secara berkala cloh Direksi kepada Gubemur
Kepala Dasrah molakil Badan Pengawas.
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Pasal 40

{1} Uniuk tliap tahun buku cleh Direksi disampalkan perhi-
lungan hasil usaha PAM JAYA lerdirl darl neraca dan
perhitungan rugl laba kepada Gubarur Kepata Dasrah
melakl Badan Pengawas selambal-lambatnya 3 (liga)
bulan sesudah tahun bk,

{2} Meraca dan pachitungan rugi laba sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini diparksa oleh Akunian Megaral
Aluntan Publik,

(3) Cara penilaian pos dalam perilungan tahunan hanss
disebutkan.

(4) Kabijaksanaan akuniansl dalam pelaksanaan pembukuan

dan panyusunan laporan keuangan berpedoman pada
slstem akuntansi yang berdaky, *

{5} Parhifungan lahunan sebagaimana dimaksud pada ayal
{1} pasal inl dizahkan oleh Gubemur Kepala Dasrah
sotalah diaudit oleh Akunian Megara’Akuntan Publlk dan
pengesahan dimaksud mambar kebabasan langgueng
Jaealy alah Direksi lerhadap segala sesualy yang lermual
dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG

Paszal 41

Pelaksanaan pongalotaan barang PAM JAYA berpedoman pada
paraturan parundang-undangan yang barlaky.

BAB XV
PENETAPAN DAN PEHGGLNAAN LABA
Pasal 42

Alokasi lzha persih PAM JAYA ditetapkan sebagai bt

g, anpgpgaran Daerah 0%,
b. cadangan uimum 4se;
g, jasa produksi 15%;
d. pambinaan koperasi B8

pegawal PAM JAYA

BAB XVl
PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS
Pasal 43

j tuk proyek
Pembidyaan pembangunan sarana ar mirTUm. Nk
whusus digtur dan ditetapkan cleh Gubermur Kepala Dagrah.
BAB XV

KEPEGAWAIAN
Pasal 44

Kepagawalan PAM JAYA iatur pasual dengan peraturan

kepegawalan yang beriaku. i
BAB XVl

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 45

1) Dalam mengembangkan usahanya PAM Jay A dapat
a malakukan kerasama dengan pihak swasta dalam dan
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luar negerf , badan usaha milik Megara, badan ussha milik
Caerah dan kopergsd,

(2] Kera sama sebagaimana cimaksud pada ayat {1) pasal
Ini adalzh daiam kidang usaha elzu keglfatan yang bertallan
lzngsung dengan atau menurjang usaha pengadaan dan
cirbusl air minuem,

{3} Kerja sama sebagaimana dimakswd pada ayat (1] dan 12]
pasal ini cliakukan sesual dengan peraturan perundang-
udangan yang berlzha,

BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 46

i1} Pembubaran PAM JAYA dilstapkan dengan Peraturan
Daerah.

{2) Gubernur Kepala Daerah marunjuk suaty panita parmbu-
baran/likuidaior dalam rangka pembubaran PAM JAYA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

(3) Samua hulang dan kewajiban kavangan lainmya dibayar-
kan cleh Pemerintah Caerah dar hara kekayaan PAM
JAYA yang masih ada, sadangkan spablia terdapat sisa
leih dari harta kekayaan tersebut, haik bergerak maupun
lidak bergerak menjadi milik Pemerintah Daerah, dan
dpabila terdapal sisa kurang menjadi tanggung jawah
Pamerintah Davrah.

(4} Likvidalor membarkan peranggungizwaben [#uidasi ke-
pada Gubemur Kepala Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Selama balum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan

Caerah ini, maka peraiuran pelaksanaan yang ada masih lelap
1 berlasy sepenjarg tidak bertentangan dengan katenjuan dalam
Paraluren Dasrzh Inl
BAB XXl
FETENTUAMN PENUTUR
' Pasal 48

Ha:-hal yang merupakan pelaksanaen Peraturan Daerah
ini ditelapkan oleh Gubernur Kepals Cgerah,

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraluran Dasrah ind maka Peratoran
Daerah Momer 3 Tahun 1877 tentang Pendirian dan Pengurusan
Perusahaan Daarafh Alr Minum Daerah Khusus ibukola Jakarta
(PAM JAYA] diryatzkan tidak berlaku lagi

: ¥ Pasal 50
Paraluran  Caerah i dapat disebut Paraturan PARM JAYA,

Pasal 51
Peraluran Daerah ini mulal berlaky pada (anggal divndangkan,

wakard, 15 Okiober 1592

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUZERMUR KEPALA DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETLA, KETUA,
i1d i

DRSS, MH. RITONGA SURJADI SOEDIRDJA
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CISAHKAN

Cleh Menterl Datam MNegerl dangan keputusan
Momor 600.31-285 langgal 11 Marat 1893

Diundangkan dalam Lembasan Daarah
Khusus lbukots Jakara

Momor 22 Tahun 1593

Sari D Maomar 21

Tanggal 30 Marat 1893,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,
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OR5, HARUMN AL RASYID
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